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Di dalam UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dinyatakan bahwa
Dana Pensiun adalah badan hukum  yang mengelola dan 

menjalankan program yang menjanjikan

manfaat pensiun

Di dalam UU No. 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa 

Ekonomi syari’ah adalah 

kegiatan  usaha

Yang dijalankan  menurut prinsip syari’ah

diantaranya ialah mengenai  asuransi syari’ah 

dan dana pensiun syari’ah
DENGAN DEMIKIAN 
MAKA

Dana Pensiun Syari’ah 
adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan 
pogram yang menjanjikan  manfaat pensiun, yang 

dijalankan menurut prinsip syari’ah

SELANJUTNYA

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah

adalah 
 Dana Pensiun yang dibentuk oleh

BANK atau PERUSAHAAN  ASURANSI

JIWA untuk menyelenggarakan 

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

bagi perseorangan baik karyawan maupun

pekerja mandiri 

YANG TERPISAH DARI 

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA 

 bagi karyawan bank atau

perusahaan yang bersangkutan

DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP SYARI’AH

Program Pensiun Iuran Pasti adalah
program pensiun yang IURANNYA ditetapkan

dalam peraturan DANA PENSIUN  dan 
seluruh iuran dan hasil pengembangannya

DIBUKUKAN

dalam rekening masing-masing peserta

sebagai 

MANFAAT PENSIUN

(adalah pembayaran berkala
yang dibayarkan kepada peserta pada saat
dan dengan cara yang ditetapkan

dalam  

PERATURAN DANA PENSIUN

DASAR HUKUM

Filosofis dalam UUD 1945
(1) . Dalam susunan Negara  Kesatuan Republik Indonesia 

 yang berkedaulatan rakyat dikandung maksud  antara lain

MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Yang berdasarkan kepada

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT bagi
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN SERTA 

DENGAN MEWUJUDKAN 

SUATU KEADILANSOSIAL 

BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

(2) Pasal 27 Ayat (2) : 

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan atau

pernghidupan yang layak bagi kemanusiaan

(3) Pasal 33 Ayat (1) :

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan

Yuridis dalam :

(1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sepanjang mengenai

tatacara pendirian perusahaan, bentuk

badan hukum ,susunan direksi,

rapat umum pemegang saham (RUPS)

keuangan dan pembubaran dan 

ketentuan lain yang relevan

(2) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
yang ecara umum mengenai seluruh kegiatan usaha

berkenaan dengan asuransi

(3)UU No. 11 Tahun 1992

Tentang Dana Pensiun

(4) UU tentang Dokumen Perusahaan

(5) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 7 Tahun 1991

(6) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(7) UU Perbankan nasional

(8)UU Bank Indonesia

(9)UU Kepailitan
(10) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008

Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Jis.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia

No. KMA/097/SK/X/2005

Tentang 

Penunjukan Tim Penyusunan Kompilasi

Hukumj Ekonomi Syari’ah

Dan
Keputusan Ketua Tim Penyusunaan Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)

No.001/Tim PENY.KHES/VII/2007

Tentang

Penunjukan tim Konsultas Penyusunan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
Dari dasar hukum tersebut di atas, teruraikan pula sejarah singkat penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang berhasil merangkaikan seluruh matarantai dalam rangkaian kegiatan tim penyusunan KHES sehingga tersusun dalam satu buku yang diberi nama 
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Dasar Sosiologis
(1) Negara Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

(2) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang

beragama dan pada khususnya beragama Islam

dalam jumlah yang mayoritas

(3) Sistem dana pensiun lembaga keuangan syariah

dalam ekonomi syri’ah tidak berdampak

negatif terhadap kehidupan  yang berbeda

keyakinan agama

dan bahkan justeru memberikan manfaat dan

rahmat bagi mereka

(4) dalam sistem perekonomian  nasional telah

(5) tumbuh dan sedang berkembang mekanisme

ekonomi syari’ah dengan keberdaan  bank syari’ah

asuransi syari’ah, unit usaha syari’ah

(6) adanya kemauan politik hukum nasional dalam 

meregulasi sistem ekonomi syari’ah

(7) tumbuh dan berkembangnya kebutuhan 
masyarakat akan suatu sistem ekonomi syari’ah

dalam mekanisme perekonomian nasional

Dasar psikho-politik

Dalam perwujudannya  baik dalam  ranah

political performances 

maupun dalam kehidupan masyarakat

 pada tataran empiriknya mengandung dua hal penting yaitu adanya

acceptation dan resistences
Aspek penting secara yuridis yang perlu mendapat

perhatian formil disamping

persoalan materil yang menjadi substansi

dalam mekanisme  badan hukum bagi

Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah :

(1) harus vissioner

(2) maksud yang jelas

(3) tujuan

(4) kegiatan yang tidak bertentangan dengan

hukum, kepentingan umum

 dan kesusilaan

(5)pemegang saham tidfak bertanggung jawab secara

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan

(5) atas perseroan berlaku UU PT
(6) perseroan mempunyai nama, dan tempat kedudukan

dalam wilayah negara keasataun Republik Indonesia

(7)memunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya

(8) dalam mekanisme administrasi, nama perseroan dan tempat kedudukan  harus disebutkan secara

Lengkap

(8) perseroan didiri kan untuk jangka waktu

terbatas atau tidak terbatas sesuai dengan

yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.

(10 ) Anggaran dasa5r dan perubahannya harus

sesuai dengan mekainsme perseroan pada umumnya.

Oleh karena itu, maka unsur pokok yang harus

 dipenuhi oleh tiap lembaga keuangan syariah

 dalam sistem hukum nasional, adalah

(1) nama, alamat dan tempat

                                        kedudukan

(2) Modal dan saham

(3) Kekayaan perseroan

(4) rencana kerja, laporan tahunan

dan penggunaan laba

(5) tanggung jawab sosial dan lingkungan

(6) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
(7) Direksi dan Dewan Komisaris

(8)  Dewan syari’ah

Permasalahan hukum yang lain dalam 

menjalankan perseroan

(1)prnggabungan

peleburan

dan pemisahan perseroan

(2) pemeriksaan terhadap perseroan 

apabila terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan malwan hukum yang dapat 

merugikana pemegang saham atau pihak ketiga

 atau

anggota direksi atau dewan komisaris mrlskuksn

perbuatan melawan hukum yang merugikan

perseroan, pemegang saham  atau pihak ketiga

PEMERIKSAAN 

Tersebut dilakukan  dengan mengajukan

 Permohonan pemeriksaan SECARA TERTUTLIS BERSERTA ALASANNYA kepada

PENGADILAN NEGERI

=====PENGADILAN AGAMA ???======
PERMOHONAN PEMERIKSAAN

dapat diajukan oleh :

 (1) Sepersepuluh dari jumlah pemegang saham

(2) Pihak lain yang menurut peraturan perUUan

Atau anggaran dasar perseroan diberi wewenang

Untuk mengajukan permohonan pemeriksaan

(3) Kejaksaan untuk kepentingan umum

Atas permohonan tersebut, Ketua pengadilan

MENOLAK  apabila permohonan tersebut

Tidak didasarkan poada alasan yang wajar,

 dan /atau tidak dilakukan 

dengan iktikad baik

Dalam hal  permohonan itu DIKABULKAN
,

Ketua pengadilan :

(1) mengeluarkan penetapan

(2) mengangkat paling sedikit tiga orang ahli

untiuk melakukan pemeiksaan dengan tujuan
untukm mendapatkan keterangan dan data

yang duperlukan

(3) karyawan perseroan, dewan direksi dan 

(4) komisaris atau

konsultan perseroan tidak dapat

menjadi ahli

(5) seluruh biaya pemeriksaan ditanggung oleh 

perseroan kepada pengadilan

PEMBUBARAN, LIKUIDASI

DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

PERSEROAN

KARENA :

(1) keputusan RUPS

(2) berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan

(3) penetapan pengadilan

dicabutnya kepailitan berdasarna keputusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, bahwa harta pailit pers4roan tidak cukup untuk membayar biaya kapilitan peroseroan

(4) harta milik perseroan  yan g dinyatakan pailit
(5) berada dalam insolvensi

(6) divcabutnya ijin usaha perseroan.

SETELAH ITU, MAKA HARUS DIIKUTI DENGAN

(1) likuidasi oleh likudatoe atau kurator

(2) perseroan tidak dapat lagi melakukan 

                                   perbuatan hukum, KECUALI hanya

                 untuk membereskan semua urusan perseroan

dalam rangka likuidasi.

PENGADILAN

DAPAT MEMBUBARKAN PERSEROAN

Atas

(1) permohonan kejaksaan berdasarkan alasan

melanggara kepentingan umum atau perseroan

melakukan perbuatan yang melanggar perUUan

(2) permnohonan pihak yang berkepentingan

beradasar alasan cacat hukum dalam

anggaran pendirian

(3) permohonan pemegang saham, direksi atau Dewan

Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan

Dalam putusan pengadilan  mengenai likuidasi

Ditetapkan juga likuidatornya.

-----------------------------
Megamendung,  10 September 2012
Prof.AGA

